DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Manimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan tentang pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum,
dijelaskan dan/atau diatur lebih lanjut

Mengingat

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR | TAHUN 2014

TENTANG

MEKANISME /PROSEDUR TEKNIS PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

mekanisme/ prosedur pelaksanaannya;

b. bahwa berkenaan dengan pertimbangan huruf a diatas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai

Utara.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Mdonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Yomer 72, Tambahan Lembaran Negara

\1iionesia,Nomor 1820) ;

'-uu.-_r--.:_u,-iljmng Nomor 17 Tahun 2003 tentang
{te1s01man Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor

~ 1l hembaran Negara Nomor 4287);
3 | indene-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
‘ - 4shra (Lembaran Negara Tahun 2004

Perbendahnrann Né
Nomaor o Pt
(L vlmng
n Pengel

1 Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor

11451 Lembaran Negara Nomor 4355);

Nomaot 15 Tahun 2004 tentang
1 \luan dan Tanggungjawab Keuangan
Lembaran Nogara Tahun 2004 Nomor 66

43 Tahun 2004 tentang
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012
Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4576);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Mraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran
\lagara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran

" vgara Nomor 4855);

. Peratlng merintah Nomeor 8 Tahun 2006 tentang
Lapasin gan dan Kinerja Instansi Pemerintah

= Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan
-

Patfye Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Intern Pemerintah (Lembaran

\ .1 emerintahen (Lembaran Negara
\ *..ynt 1A% Tambahan Lembaran Negara
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E CamScanner



15. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum:

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2011 Nomor 694);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 72
Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya
Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

20. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pengadaan Tanah;

21.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendelegasian Wewenang
Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kepada

upati/Walikota Di Provinsi Kalimantan Selatan;

raturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor

Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan

giawaban Keuangan Daerah (Lembaran

bupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2001

D Nomor 71) ;

Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
tentang Urusan Pemerintah Daerah
umpgai Utara (Berita Kabupaten Hulu
8 Nomor 14) ;

* NEE
ﬂ_'-‘--
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA TENTANG

MEKANISME/PROSEDUR PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.

9,

Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai
Utara.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Bidang
Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara.

Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.
Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya diaingknl:. KPLH
adalah Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan sebagai instansi vertikal Badan
Pertanahan Nasional yang ada dan/atau mewilayahi Kabupaten Hulu Sungai
Utara.
Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat
2 Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD di
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14. Persmitui:an ﬁLszasi adalah persetujuan Bupati atas lokasi pembangunan
un penungan umum yang digunakan sebagai dasar daan
Tanah Skala Kecil., SR

15. Pengadaan Tanah Skala Kecil adalah Pengadaan Tanah bagi pembangunan

untuk kepentingan umum yang dilakukan untuk luasan tanah kurang dari 1
(satu) hektar, -

16. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah,

bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang
dapat dinilai.

17. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat
BKPR]_) adalah merupakan tim koordinasi yang dibentuk dengan Keputusan
Bupati yang bertugas merumuskan kebijakan penataan ruang di daerah.

18. Telaahan Staf adalah telaahan atau pertimbangan tertulis yang diajukan oleh
pejabat/staf kepada Bupati dalam rangka mengambil atau memutuskan
suatu kebijakan yang berisi sekurang-kurangnya latar belakang/pokok
permasalahan, dasar pertimbangan yuridis, politis atau sosiologis, dan
alternatif keputusan yang dapat diambil oleh Bupati.

19. Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai adalah orang
perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan professional
yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah
mendapat lisensi dari BPN untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan
Tanah.

20. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri
Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.

Pasal 2

(1) Maksud dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah memperjelas
/mekanisme teknis Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk
adbmam di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai

a telah diatur dalam  ketentuan  peraturan

tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
e memudahkan Instansi dalam pclaksana.a.nnya.

pati ini adalah agar proses Pengadaan Tanah
Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat
L ; ien, berwawasan lingkungan, transparan,

ngadaan Tanah yang dilakukan
Hulu Sungai Utara dan sumber

LAperciml e pn
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(2)

(3)

(1)

umum, termasuk pengadaan tanah skala kecil, membuat perencanaan
Pengadaan Tanah yang didasarkan pada :

a. Rencana Tata Ruang Wilayah daerah yang berlaku ;

b. Prioritas pembangunan yang tercantum pada :
1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ;
2) Rencana Strategis ;
3) Rencana Kerja Instansi yang bersangkutan.

Rencana Pengadaan Tanah skala kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dapat disusun sendiri oleh Instansi yang memerlukan tanah maupun
secara bersama-sama oleh Instansi yang memerlukan tanah bersama
dengan Instansi teknis dan/atau Instansi vertikal terkait dan/atau dapat
dibantu oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Instansi yang
memerlukan tanah.

Untuk kepentingan yang bersifat darurat berkenaan dengan kemanusiaan
dan sosial maupun untuk kepentingan kebijakan pembangunan daerah
yang bersifat insidentil, maka khusus untuk Pengadaan Tanah Skala Kecil
dapat dilaksanakan dengan tanpa mengacu pada RPJMD.

Pasal 5

Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
dan ayat (2) disusun dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pengadaan
Tanah, paling sedikit memuat :

a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;

b. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan prioritas
pembangunan;

tujuan pembangunan yang
« kepentingan umum.

ayah Daerah dan prioritas
- - i ayat (1) huruf b, menguraikan
ang Dol Pengs dengan Rencana Tata Ruang
e ampirkan rekomendasi/
HSU, dan prioritas

| LAperciml e pn
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(4)

(5)

(6)

(8)

pembangunan yang dibuktikan dengan melampirkan foto copy bagian

Rencana Strategis, Rencana Kerja Instansi dan RPJMD yang terkait dengan
kegiatan Pengadaan Tanah yang dimaksudkan,

Letak tanah sebagaimana dim
wilayah administrasi :

a. Jalan

b. RT/RW

aksud pada ayat (1) huruf ¢, menguraikan

¢. Desa/kelurahan atau nama lain :
d. Kecamatan ;

€. Kabupaten ;

f. Provinsi,

tempat lokasi pembangunan yang direncanakan dilampiri dengan
denah/sketsa lokasi tanah.

Luas tanah yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
menguraikan perkiraan luas tanah yang diperlukan untuk pembangunan,

Gambaran umum status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e
menguraikan data awal mengenai penguasaan dan pemilikan atas tanah,

Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
menguraikan dampak pembangunan terhadap lingkungan yang diuraikan
oleh KPLH dalam rapat BKPRD saat membahas pertimbangan/rekomendasi

teknis serta dituangkan dalam surat pertimbangan /rekomendasi teknis
BKPRD.

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g menguraikan perkiraan waktu yang
diperlukan untuk masing-masing tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah.
P 3an jangka waktu pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud
(1) huruf h menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk

(10) Perkiien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i

nilai ganti kerugian Objek Pengadaan Tanah,
gnah dan bawah tanah, bangunan, tanaman,
tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat

dimaksud pada ayat (1) huruf j
dana, dan rincian alokasi dana untuk
enyerahan hasil, administrasi dan

LAperciml e pn
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menetapkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

- Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, disampaikan oleh Kepala Instansi yang memerlukan tanah

kepada Bupati dalam 2 (dua) rangkap melalui Bagian Pembangunan
Setda Kab. H3U.

Setelah menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Bagian Pembangunan
memeriksa kelengkapan berkas Dokumen Perencanaan Pengadaan
Tanah yang dituangkan dalam check list kelengkapan.

- Terhadap berkas Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang telah
lengkap, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja, Bagian
Pembangunan membuat Telaahan Staf dan melalui Asisten Bidang
Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan Telaahan Staf tersebut
kepada Bupati dilampiri berkas permohonan dari Instansi yang
memerlukan tanah dimaksud.

. Terhadap berkas Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang belum
lengkap, Bagian Pembangunan segera meminta Instansi yang
memerlukan tanah untuk melengkapi.

Instansi yang memerlukan tanah dalam waktu paling lama 2 (dua) hari
kerja harus sudah melengkapi dan menyerahkan kembali Dokumen
Perencanaan Pengadaan tanah kepada Bagian pembangunan.

. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dibuat dan disampaikan oleh

Instansi yang memerlukan tanah untuk tiap lokasi Objek Pengadaan
Tanah.

. Dalam hal Bupati menyetujui Telaahan Staf sebagaimana dimaksud

huruf d, selanjutnya Bupati menerbitkan surat permohonan

pelaksanaan persiapan pengadaan tanah yang ditujukan kepada
ur Kalimantan Selatan.

lat Bupati tentang permohonan pelaksanaan persiapan

kepada Gubernur Kalimantan Selatan dilakukan oleh

pan secara langsung dan dapat didampingi oleh

n Tanah selanjutnya sepenuhnya mengacu
-undangan tentang pengadaan tanah bagi
an umum yang berlaku.

Tanah Skala Kecil adalah

menyiapkan, membuat dan
gadaan Tanah sebagaimana

LAperciml e pn
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(1)

Setelah menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Bagian Pembangunan
memeriksa kelengkapan berkas Dokumen Perencanaan Pengadaan
Tanah yang dituangkan dalam check list kelengkapan.

. Terhadap berkas Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang telah

lengkap, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja, Bagian
Pembangunan membuat Telashan Staf dan melalui Asisten Bidang
Pereckonomian dan Pembangunan menyampaikan Telaahan Staf tersebut
kepada Bupati dilampiri berkas permochonan dari Instansi yang
memerlukan tanah dimaksud.

Dalam hal Bupati menyetujui Telaahan Staf sebagaimana dimaksud
huruf d, selanjutnya Bupati menerbitkan surat Persetujuan Lokasi
Pengadaan Tanah Skala Kecil yang dilampiri peta tematik yang disiapkan
oleh BKPRD.

Terhadap berkas Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang belum
lengkap, Bagian Pembangunan segera meminta instansi yang
memerlukan tanah untuk melengkapi.

. Instansi dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja harus sudah

melengkapi dan menyerahkan kembali Dokumen Perencanaan
Pengadaan Tanah kepada Bagian pembangunan.

. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil dibuat dan

disampaikan oleh Instansi yang memerlukan tanah untuk tiap lokasi
Objek Pengadaan Tanah.

Hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f di
atas dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengendalian Bupati
dalam Pengadaan Tanah Skala Kecil yang dilaksanakan oleh Instansi.

Pasal 7

ksanaan sampai dengan selesainya tahapan penyerahan

ah dengan luas diatas 1 (satu) hektar sepenuhnya

an perundang-undangan tentang pengadaan tanah
kepentingan umum yang berlaku.

gadaan Tanah Skala Kecil adalah sebagai

an Lokasi dari Bupati, Instansi yang
ahukan kepada Pihak Yang Berhak
™ Skala Kecil pada lokasi Objek

. Liektifitas pelaksanaan Pengadaan
- an nilai jual beli atau tukar

= bﬂlﬂ.h Fihakr lﬂﬁtﬂﬂﬁi}'ﬂﬂg

: hasil penilaian jasa

© TULLE (iajukan dengan mekanisme
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(1)

sesuai IEetenman peraturan perundang-undangan tentang pengadaan
barang/jasa pemerintah yang berlaku,

. Dalam hal Instansi yang memerlukan tanah tidak menggunakan jasa

penilai/Penilai Publik, maka untuk menentukan nilai jual beli atau tukar
menukar dapat menggunakan data dari sumber resmi yang sah, seperti
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), harga pasaran setempat yang dibuktikan
d?ngan surat keterangan atau bentuk lain yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Hasil penilaian dari jasa Penilai/Penilai Publik sebagaimana dimaksud
dalam huruf ¢ dan/atau data sebagaimana dimaksud dalam huruf d,
dapat digunakan sebagai dasar oleh Instansi yang memerlukan tanah
pada saat pelaksanaan musyawarah untuk menentukan bentuk dan
besar nilai Ganti Kerugian dengan Pihak Yang Berhak.

Instansi yang memerlukan tanah melaksanakan musyawarah untuk
menentukan bentuk dan besar nilai Ganti Kerugian yang dipimpin oleh
Kepala Instansi yang memerlukan tanah, dan dihadiri Pihak Yang
Berhak, petugas dari Kantor Pertanahan, Camat, Lurah/Kepala Desa
setempat, dan pejabat/orang lain yang diperlukan.

Hasil kesepakatan/negosiasi musyawarah sebagaimana dimaksud
dalam huruf f dituangkan dalam Berita Acara.

. Dalam rangka transparansi dan objektifitas pelaksanaan musyawarah

scbagaimana dimaksud dalam huruf f, dapat mengundang pihak dan
Aparat Penegak Hukum, seperti unsur Kepolisian dan Kejaksaan selaku

pemantau.

Pasal 8

Dalam hal dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terjadi

atan tentang bentuk dan nilai ganti kerugian, Instansi yang
an tanah melakukan pemberian/pembayaran Ganti Kerugian

Berhak.

2) ™ r'r-.l'.-rri'l . :I e n Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat

Luflenn 1 dengan Pelepasan Hak dari Pihak Yang Berhak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak
“mtuk dan nilai ganti kerugian, instansi yang
an proses selanjutnya sesuai dengan
an perundang-undangan tentang
untuk kepentingan umum yang

an Kepala kantor Pertanahan,
perundang-undangan tentang
kepentingan umum yang

o p—
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Pasal 9

Dalam rangka pengendalian, Kepala Instansi yang memerlukan tanah
melaporkan perkembangan dan hasil kegiatan Pengadaan Tanahnya kepada
Bupati.

Pasal 10

Penataausahaan terhadap hasil Pengadaan Tanah Skala Kecil yang dilaksanakan
oleh SKPD mengacu kepada peraturan yang berlaku tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah, dan Pedoman Pengelolaan Barang Milik BUMD yang berlaku untuk
Pengadaan Tanah yang dilaksanakan oleh BUMD.

Pasal 11

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Hulu Sungai
Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Prosedur Penetapan Lokasi Pembangunan
Fisik Di Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai
Utara.

Pasal 12
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara.

Ditetapkan di Amuntai

pada tanggal 2 Januari 2014
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

D. HK

TAHUN 2014 NOMOR |

1"
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1.

Lampiran : Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 1 Tahun 2014
Tanggal 2 Januari 2014

NHTDHMTMHHGM TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Contoh Format Surat Permohonan Pertimbangan Teknis Pengadaan Tanah
Jumlah Pihak Yang Berhak hanya 1 (satu) orang : - i

Kop Surat Instansi
___——'———_———__—_————_—_
Nemor T AmUntai, .....orvrerennnae
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal ! Mohon Pertimbangan/
Rekomendasi Teknis
Kepada

Yth. Ketua BKPRD Kab. HSU

di—
AMUNTAL

Dalam rangka untuk menyusun Dokumen Rencana Pe
Tanah untuk keperluan  .........ccemcmes maka berdasarkan
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor .... Tahun 2013 tentang
Mekanisme/Prosedur Teknis Pengadaan Tanah Bagl Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Utara, diperlukan adanya pertimbangan/rekomendasi teknis
dari BEKPRD Kab. HSU.

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohonksn pertimbangan
telnis yang terkait dengan penatsan ruang daerah, prioritas
pembangunan daerah, dan penatasn pengelolaan lingkungan hidup
atas lokasi Objek Pengadaan Tanah sebagai berikut :

1. Lokasi Tanah
Jalan
T= . /RW
an/Desa

L T T

. berikut dilampirkan sebagai

ﬁf’mt pelaksanaan Pengadaan
12
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2.

Contoh Format Burat Permohonan Pe

Teknis Fengadsan Tanah Jika

Jumlsh Pihak Yang Berhak lebih durd 1 (satu) orang :

Kop Surat Instansi
—_——————_— —_—
Nomor T R AMUNLAL, evveviiiiienn

Lampiran ¢ 1 [satu) ber
Perihal : Mohon Pertimbangan/
Rekomendas] Teknis
Kepada

Yth. Ketua BEPRD Kab, HSU

di -
AMUNTAIL

Dalam rangka untuk menyusun Dokumen Rencana Pengadaan
Tanah untuk keperluan v, maka berdasarkan
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor .... Tahun 2013 tentang
Mekanisme/Prosedur Teknis Pengadsan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Utara, diperlukan adanya pertimbangan/rekomendasi teknis
dari BKPRD Kab. HSU.

Berkenaan dengan hal tersebut, dimchonkan pertimbangan
teknis yang terkait dengan penatsan ruang daersh, prioritas
pembangunan daerah, dan penataan pengelolaan linglungan hidup
atas lokasi Objek Pengadaan Tanah sebagai berilut :

1. Lokasi Tanah
Jalan
ET/RW
KEelurahan /Desa
Kecamatan

Kabupaten
Provinsi

2. Luas Tanah Yang Diperlukan : ...,

‘1 bagai bahan pertimbangan, berikut dilampirkan sebagai

! 1N lokasi Objek Pengadaan Tanah.
For RPJM, Renstra dan Renja terkait pelaksanaan Pengadaan

1% it Pengadaan Tanah.
v ICT -Pihak Yang Berhak.
P B Yang Berhak. o s e
i nﬂmﬂﬂmn jek pengadasn tan

11"3 atas perhatian dan perkenannya

(nama jelas)
Pangkat

14
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4. Contoh Format Daftar Pihak Yang Berhak :

DAFTAR PIHAK YANG BERHAK TERH;\[:.AP 0
BJEK
UNTUK PEMBANGUNAN ............ ......ffmumm b
YANG BERLOKASI DI ..
NO | NAMA/Nik | LUAS TANAH BUKTI KEPEMILIKAN
(M?) BENTUK | NOMOR | TANGGAL | DTKELUARKAN
OLEH
JUMLAR | o
Amuntai ........
KEPRIA v vaseassasinioressissiiniss
(nama jelas)
Panghat
NIP.
."!
‘.
. ¥
. |
]

15
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4, Contoh Format Surat Pertimbangan/Rekomendasi Teknis :

Kop Surat BKPRD

%

Nomor
Lampiran
Perihal

4

‘1 {satul ‘berkas

: Pertimbangan/
Rekomendasi Teknis

Kepada

Yth. Kepala .................nama nstansi

di -
AMUNTAIL

Menghubung surat saudara Nomer ........ tanggal ......... perihal
Mohon Pertimbangan/Rekomendasi Tbk:ua& maka herdamkan hasil
peninjauan lokasi pada tanggal | . dan hasil rapat koordinasi
BEPRD Kab, HSU pada mnml veneey  dopat disampaikan
pertimbangan | rekomendasi telmis a-:'na,gal bl:rH:ut

1. Tinjauan atas Keseuaian Penataan Ruang Daerah :

menguraikan  hasil  tinjouan/ pertimbangan
tdbu'.s .bwda.mrkan kmm&m dengan peraturan ferkail penataan riang
2. Tinjauan Atas Prioritas Pembangunan Daerah :
menguraiken tnjauan/pertimbangan teknis
herdnsnﬂ:ﬂn l:ssnmnn damgnm prioritas  pembuangunan daerah (RPJM,
Renstra dan Renju Instonsyi),
3. Tinjauan Atas Penataan Pengelolaan Lingkungan Hidup :
berdasarkan aspek penataan pengelolnan lingkungan hidup.
4. Kesimpulan :

--------------------------------------

mngurn.ﬂmn kesmimpulan  atas  tinjouan
ubna-nnw dmkmd dmlamhurqfu sampai huruf ¢ dialos,

Adapun peta tematik lokasi Objek pengadaan Tanah adalah
sebagaimana terlampir.

Nemilkdan disampaikan guna bahan selanjutnya.

Ketua BKFRD Kab, HEU,

=i
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5. Contoh Format Surat Pengantar Dokumen Rencans Pengadaan Tanah Skala Kecil :

MNomor

Perihal

Kop Surat Instansi

: 1 {satu) berkas
: Penyampaian Dokumen Perencanaan

Pengadaan Tanah Skala Kecil Dalam
Rangka Persetujuan Lokasi
Kepada
Yth. Bupati Hulu Sungnai Utara
di—
AMUNTAI

Bersama ini terlampir kami sampaikan Dokumen Perencanaan
Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk keperluan rencana pembangunan

R yang berlokasi di ;
................................................................. istkan alamat lengkap lokasi
tanah yang dimaksudkan dengan luas tanah yang diperlukan adalah
.......... {esenssssaisnisssmsaseess) MOELET persegi.

Selanjutnya dimchon kepada Bapak Bupati Hulu Sungai Utara
untuk Persetujuan Lokasi tersebut atas rencana pembangunan
sehagaimana dimaksud diatas.

Demikian disampaikan atas perkenan Bapak Bupati dihaturkan
terima kasih.

17
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6. Contoh Format Surat Pengantar Dokumen Rencana Pengadaan Tansh pada
(untuk luas diatas 1 (satu) hektar) : - T

Noemor

Perihal

: 1 (satu) berkas
: Penyampaian Dokumen Perencanaan

Pengadaan Tann.h Dalam Rnngkﬂ

Kepada
Yth. Bupati Hulu Sungai Utara
di -
AMUNTAI

Bersama ini terlampir kami sampaikan Dokumen Perencansan
Penmdaau Tanah Skala Kecil untuk keperluan rencana pembanglmrm

Senas R ELT TR R ey sl yang berlokasi di
................................................................. isikan alamat lenghkap kllmm
tanah yang dimaksudkan d:ny.n luas tanah yang diperlukan adalah
PRI e ——— .»] meter persegl

Selanjutnya dimohon kepada Bapak Bupati berkenan
melanjutian untuk proses tahapan persiapan pengadaan tanah
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun
2012, Peraturan kepala BPN Nomor 5 Tahun 2013 dan Peraturan
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2013.

Demildan disampaikan atas perkenan Bapak Bupati dihaturkan
terima kasih.

LAperciml e pn
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7. Contoh Format SBurat Pengantar Dokumen Rencana Pengadasn Tanah darl Bupati

kepada Gubernur ;

Kop Surat Bupati

_————

Nomor
Lampiran
Perihal

1 (satu) berkas
: Permohonan Persiapan
Proses Pengadaan Tanah

Kepada
Yth. Gubernur Kalimantan Selatan

di -
BANJARMASIN

Bersama ini terlampir disampaikan Dokumen Perencanaan
Pengadaan Tanah untuk keperluan rencana pembangunan

............................ yang berlokasi di -
................................................................ istkan alamat lengkap lokast
tanah yang dumksudla:m dengan luas tanah yang diperlukan adalah
.......... [ceceimsscnssnnsnnnninnnae) Meter persegi, dengan SKPD pelaksana
BRI o i nnnsivess o b SRR FEATEAR isikan nama SKPD

Selanjutnya dimohon kepada Gubernur Kalimantan Selatan
berkenan kiranya untuk proses tahapan persiapan pengadaan tanah
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun
2012, Peraturan kepala BPN Nomor 5 Tahun 2013 dan Peraturan
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2013.

Demikian disampaikan atas perkenan Bapak Bupati dihaturkan
terima kasih.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

LAperciml e pn
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8. Contoh Format Rencana Pengadann Tanah :

Kop Surat Instansi
%%
RENCANA PENGADAAN TANAH
PEMBANGUNAN .. R R e

a. Iuhmlﬁntqjunumpcmhu:mn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

........................................................................

sEssssssRsERsEREEREREEE L T T T T T T T T T TPty berisikan urgian
nmkmddunn{nmrgrmmpemhur@um

b. Kesesuaian dengan Rencana Tata Prioritas dan
Ruang Wilayah, Pembangunan

1) Tinjauan atas Keseuaian Penataan Ruang Daerah :
2) Tinjauan Atas Prioritas Pembangunan Daerah :
3) Tinjauan Atas Penataan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

4) Kesimpulan :

c. Letak Tanah

Teanah yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan untuk kepentingan umum
yaitu :
Jalan ¥
RT/RW

Deaa Kelurahan C— ............
Kecamatan A
Knhupntan P S TP AP A I

4. {—n-‘lf&“

LT rui‘ caseesey SESUAL PETENCanasn yang ada
miil tenalt ya lukan adaiuh ul:.-]uas PR |+ 1 |

1 ‘ﬂ

1iepm Ilﬂ.ﬂm

Nsrigis | orang : Gambaran umum status tanah lokasi

............................

Agung*)
Comboran umum status tanah lokasi
“ans daftar terlampir.

20
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f. Perkirman Jangka Waktu Pelaksansnan Pengadaan Tanah

Jangka waktu pelaksanaan penpdnan taneh diperkirakan sebagai berilout :
1) Tahap persippan .. (oosnissennn)  har  kerja, mulai
t'mm] EEEREEAEE mml tﬂml

2) Tahap pelaksanaan ... fveeeresnernns l hnri. kerja, mulai tanggal........... sampai

3] Tahap pmyemhan han[] ! uisis feesianasnnis)) hari kerja, mulai tanggal

g Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembangunan

Jnngka waktu pelaksanaan p:mbngunan -:hpnrkimknu sebagal berilout ;
Tahap perencanaan ... {oen. ...} harl kerja, mulai tanggal .......... sampai

2} Tahap pnm.ilﬂm.n Fmr:dm_ v lsssrcicnninnn) hari kerja, mulai tanggal ..........
sampal tanggal ...
3) mmhkmm ERE cess1er-s) hari kerja, mulai tanggal .......... sampai
4) Maaapr.mchtman ...... -STPRNRRC] Ne—— i
. l: } hari kerja, mulai tanggal ....

5) Serah terima pekerja caisiiien) Bl :
tanggal ......... au.n s ) hari kerja, mulai tanggal —

h. Perkiraan Nilsi Tanah

Nilai tanah pada rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud diatas
diperkirakan sehesar :

1) Tanah WO i oo

2) Ruang atas tanah dan bawsh tanah . P,
3) Bangunan Rp. s
4] Tanaman 7+ o SRR P
5) Benda yang berkaitan dengan tanah Rp. e
6) Kerugian lain yang dapat dinilai.

i. Rencana Penganggaran

pengadaan tanah ;
. : APBN/APBDY)

Tmlitir Ay

LLL R P T P A

- e
e M: .
] T T T T T T T AT e T T T LT e P T
1 ﬂ.‘l’

; APBN/APBD*)

1 1 sisrnrnrannsasnnessnine
™

L L
i AlBDY
Py S R 1

TN T 1 L L LE L LI LT T E T

R Ll UL L e P e e e
PN uruqq"'
¥
vt seem
el R ey e

------ll’ﬁthlluun

W
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i1 |

J. Penutup

B L L N P R P epepeyaye

i L LR LT EEE ] L]

LCETTT T e

B L L L L LT L e —

L REEEERRA R EEEEEEE

S T I

........-bﬂﬂﬂ‘l mm* seaas srmmnaw

e L B T S T e T T A T T |

Kepall ...coummeennnis s

L) LLLEE TR R e ]

(nama jelas)
panglkat
NIP.

Dipindal dengan
EcMﬁ;-nnnf



€

-

TATA GAMBARAN UMUM STATUS TANAH

OBJEK PENGADAAN TANAH
/ JABANGUNAN AR
’“""’gaﬂé"f“ Merupakan Agunen Perldraan Nilal Tanah (Rp)
T Kerugmn JUMLAH
| Tidak | TEmPAL | g | Tigge | Pada Teash E"ﬂ Bongunan | Toman | Berkandg | 1078 (Rp)
Proses | Institusi e o T | dptdi
il
i = | - = 2 = 400,000,000 - | 50.000.000 = . E #50.000.000
: ¥ = o] - = 175,000,000 = 25.000.000 | 200,000 — | 200,200,000
_Amunitad I
- ) - v BHI 210,000,300 - - = - 210,000,000
H"'
THE.00D. 00D - 75000000 200,000 - - BED D0, (00
CETETRER TR E TS § rEas drdddddddidbrnnrrrrnnnn EEEE
Eepala ...covvenieanie i
(nama jelas)
Lt
NIP.

| i_‘lipil'ulni |:I|;~|1|_'|.-1||

CamScanner
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10. Contoh Format Cheklist Kelengkapan Dokumen Perencanaan Pengadasn Tanah :

CHECK LIST
USULAN BERKAS PERENCANAAN PENGADAAN TANAH

PEMBANGUNAN : ..............
Iﬂmmst : LALEL LY}

T T T R ——

------------- S P,

NO BERKAS | KETERANGAN

1. | Sumat Permohonan

9, | Pokumen Perencanaan Pengadaan
" | Tanah Skala Keeil

3, | Fotocopy Surat Rekomendasi dari
BEPRD Kab. HSU

4. | Fotocopy RPJM SKPD

5. | Fotocopy Renja SKPD

6. | Peta Lokasi Pengadasn Tanah

7. | Anggaran Pengadaan Tanah

8. | Biaya Pendulung

9, | Biaya Operasional

KESIMPULAN : 1. LENGKAP/SESUAI
2. TIDAK LENGKAP/BELUM SESUAI

’ ‘ Yang Meneliti :

T e L L LR T P Ty sasi

Al, DIKEMBALIKAN KE INSTANSI PEMOHON UNTUK

CLE R LR L L R E T R R L L AL L L LR L]

YANG MENERIMA :

LLLLLRL LIRS T TR T Ty BRI ANE RS AR

A uﬂmﬂﬂ‘m BEBAGAI BERIKUT
..,.,aa.lt:......,..m,....................‘.........
24
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14

e mEEEEna

LR LA ELE L

& CELE]

mErsmimsEnEn

FrAsESssEsnnE LR ] LRI R LI L

FEamEsE R

R EEEAEssREEnE

ECLELELRS

LR

ErsEsEEman

YANG MENERIMA :

e T T L LT PR R P

BRERER

Dipindal dengan
Eﬂcmﬁ:.-nw
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11. Contoh Format Telashan Btaf:

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

:___==#='

TELAAHAN STAF

KEPADA YTH . BUPATI HULU SUNGAI UTARA

DARI

ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR R R S
TANGGAL £ i S e

LAMPIRAN . 1 (SATU) BERKAS

PERIHAL . PERSETUJUAN LOKASI PEMBANGUNAN .......cccourmmserssssnrsssenss

CATATAN/PENDAPAT :

A. Dasar: )
1. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomeor 1 Tahun 2014 tentang

20

3.

Mekanisme/Prosedur Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. —

SI.II'H.t Km T T L LLELL L L Hﬂmﬂl‘ --------------- tﬂﬂml AR EEEE RS
Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Dalam Rangka

Persetujuan Lokasi, beserta lampirannya.
Cheklist Kelengkapan dan Kesesualan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

Skala Kecil.

B, Uraian :

1'

Kepala .....covneremssssesccnsisnns menyampaikan Dolkumen Perencansan Pengadaan
Tanah Skala Kecil dimaksud untuk rencana pembangunan ...y YItU

sebagal berikut :
1. Lokasi :

2. Luas Tanah yang diperlukan :
3. Gambaran Status Tanah

T PR T T T T T T T FEFEFEFEASsSsdSSsRERNNRRdnndanaRads

EsEEREsd

Hak .........coeeesee. BIAS NAMA

sEsasbaREm R

Rpu. EE IR E R BRI SRR R EEEEEE

4, Perkiraan Nilai Tanah L e ' .

FEEEEREREEET I

» Perkiraan Waktu Pengadaan R et & -

..................................

ARREEEEEEY mamEEEEEREER

APBN/APBD*) Tahun Anggaran

APBN/APBD*) Tahun Anggaran

v KAl e p«ﬂmld“i. ............................ )
e

e T T L PR

s

. wwesnaan Pengadaan Tanah Skala Kecil dapat

L.m! ;{ dilanjutkan/ditolak*) untuk

LAperciml e pn
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Demildan disampaikan mohon arahan dan keputusan Bapak Bupati.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan,

[nama jelas)
pangkat
NIP,

SARAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA :

PERTIMBANGAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA :

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA :

LAperciml e pn
| B CamScanner



12. Contoh Format Penetapan Penilai :

Kop surat Tim Pengadaan Tanah

SURAT PENUNJUKKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)
PENILAI PENGADAAN TANAH
PEMBANGUNAN ......oooeeeereeeeeenssnnnnes

BEIR. O e e R e T e R

3 A SR e e R Py P o s el Et e L e L e S o

JEDATARE. 3 il e s s e T R Tl Ci i

PENRIGIE 5 it e i s i s e e b e e s e S e e
Selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anpggaran
(KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 7 pada ...........ccccceennn.
nama Instansi untuk pembangunan ...............o. berdasarkan
Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara/Kepala
........................................ nama Instansi Nomor .................0
Nomor .............. tanggal ................. PENLBIE «vviiiisivisienininie
penunjukkan PA/KPA/PPK.

bahwa sesuai dengan surat penetapan pemenang dari Pejabat Pengadaan/ULP Pemkah.
HSU Nomor ..ceceeceeeess verssne PANEEAL siniimssnninss s PRRIDAY: e , dengan ini
menunjuk Penilai untuk Pengadaan Tanah Skala Kecil pembangunan .........ccccennnenrns
adalah sebagai berikut :

Nama 3 EnE AR AN R AR R S N A
Penyedia/Perorangan *)
Badan Hultum Nomor = ! .cccccccscrccsssssaisnarsnsrssmemssnnas P SU e
Izin Usaha Penilai JEREURORRNORRNL, | [/ i : | SRR Tanggal ..........
Alamat NN S R R SR T P P
NPWP T I N L — L S ———
Perizinan R T -

B R e T T TR S R

3- !ll-nlrlrllrru-llrll-nlllrrllH-!-!!lrlllliudst

Demi™\gurat penetapan Penilai ini dibuat guna bahan pelaksanaan selanjutnya.

iy

T - Dibuat di Amuntai
| pada tanggal ....... cespsersarasnyusyirEns
| PA/KPA/PPKY,
'
(nama jelas)
Pangkat
NIP,

LAperciml e pn

| B CamScanner



18

13. Contoh Format Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian :
Kop surat Penilai

===;====_=§

BERITA ACARA PENYERAHAN
HASIL PENILAIAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL

Pada S o tanggal «.oonnens LETTE LT o R tahun ....oceceenee ., Penilai
|2:r.;mmipenum; Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk pembangunan
S menyerahkan hasil penilaian objek Pengadaan Tanah yang berlokasi di

...........................

Desa/Helurahan B fraia e R s R e s R AR AR
Kabupaten SRR S | PO

kepada PA/KPA/PPK PEKETAAN .ocoeveremsssisnssinns penilaian harga tanah unfuk pengodoan
tarsah skl keci] PAAE ......ceee s ssrennesses e SSIRAN REMA SKPD, yaitu |

Nama i e
NIP e R e T EE R AT

Pangkat/Golongan T ——

Hasil Penilaian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah yang diserahterimakan ini
dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi :

, Tanah ;
Ruang atas dan bawah tanah ;

a
b.
c. Bangunan ;
d.
dengan hasil penilaian bidang pm-h:u:lmgmuah gebagaimana terlampir.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

-
Y ‘mg menerima : Yang menyerahkan :

t!ﬁk!ff!”l.-=j Penilai,

(nama jelas)

-

1
T
| mﬂMﬂhmhﬂilpcnﬂahntambut

29
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14. Contoh Format Berita Acara Kesepakatan :

BERITA ACARA KESEPAKATAN/NEGOSIASI
PENGADAAN TANAH SKALA KECIL

“amr : FEEEFRRRT RN NI ER R R R RN AR

Pada hari ini . cowenne tADEEAL ..., bulan . tahun
Telah dilakukan musyawarah untuk menentukan bentul dm;mu “nilai aanﬁ Kerugian
g;-.:‘lgadaan Tanah Skala Kecil untuk pembangunan .. smsissisnennnanernesss ¥ANE berlokasi
Jalan
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten

antara Pihak Yang Berhak dengan Instansi yang memerlukan tanah, dalam hal ini
......................... Isikan nama Instansi, dengan hasil sebagai berikut :

1. Para pihak yang hadir menyetujui/bersepakat bahwa bentuk ganti kerugian adalah

7.0 o T = R
2, thpdhak}ranghadjx}retujmhnhwaukurmmnhmguknnmhlmkan
pengadaan adalah :
a. Panjang
b. Lebar
c. Luas
d. Bukt kepemililan
dengan .. F— 1T tanpgal ..
3, Pmpﬂmkymxghad;r menyetujul besarmya Ganti I{erugmnadalnhmmngmmm
s R {oesanrnnonanssoness tEPERIORG) PET wireveresasases isikan satuan whkuran, jika bentuk

lainnya agar disebutkan lengkap dengan besamya ganti kerugian sesual yang disepakati
4. Pemberian/pembayaran Ganti Kerugian dilaksanakan bersamaan dengan Pelepasan
Hak yang dilakukan dihadapan kepala Kantor Pertanahan Kab. HSU,

Daftar Hadir beserta undangan pelaksanaan musyawarah penentuan besar dan nilsi
Ganti Kerugian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini,

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TANDA TANGAN
J .1m Tanda Tangan
-
. =

LAperciml e pn
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15. Contoh Format Berita Acara PFemberian Ganti Ksrugian Dalam Bentuk Uang :

BERITA ACARA
PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK UANG
PENGADAAN TANAH SKALA KECIL

MOTIOT 3 cccaariisieraiossvudeiris

Pada hari ind ........coeees tanggal ...ovearernnanns bulan ............ tahun .......... , telah
dilaksanakan pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk
pembanpunan ccceecneeieenen e sesuail dengan Berita Acara
Kesepakatan/Negosiasi Nomor .......... Tanggal ......ccveveees » yang berlokasi di :
Jalan [ N
Desa/Kelurahan i e R g
Kabupaten I A e b

Dengan Pihak yang Berhak yang menerima Ganti Kerugian sebagai berilcut :
1. Nama et A R
4. Ulkturan Tanah @i,
5. Besarnya Nilai Ganti Kerugian :Rp. cccccimimimmnninn, R, (IR terbilang)

Demikian Berita Acara Pemberian ganti Kerugian Dalam bentuk uang ini dibuat
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak yvang Berhak ; memerlukan tanah)

(nama jelas) NIP.

LAperciml e pn
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16. Contoh Format Berita Acara pelepasan Hak :

BERITA ACARA PELEPASAN HAK

Pada hari ini ..o TN -7 - - | [P bulan .....ccceune 711111 EPORUROR , hadir
dihadapan saya revressssssneereesenrfnama) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Hulu Sungai Utara, yaitu :

Nama b raan Pve e e L
Umur R T
Pekerjaan A A T e
Alamat S T
NIK O — Ty T
selaku pemilik/pihak yang menguasai/pemegang hak ............. Atas sebidang tanah
TAS e m? terletak di DesafKelurahan .......oeeeeeen Kecamatan .....
Kabupaten .....cc..coeee aee PIOVENBE  coricuniniamssssnrrnsnnaaas , dengan ini menyatakan

melepaskan hak atas tanah tersebut diatas kepada Negara, dan menyerahkan seluruh
alat bukti penguasaan/kepemilikan atas Objek Pengadaan Tanah (terlampir) kepada

Pelaksana Pengadaan Tanah (untuk diatas 1 hektar)/Kepala ......ccooe.. (untuk Skala Kecil]®,
dan telah menerima Ganti Kerugian berupa uang sEbesar RpP............/Tanah
Pengeantl ..ommmrmimnnnn. JPermukiman Kembali .....ococeieeecnaes

Sebagai pihak yang melepaskan hak atas tanah tersebut, kami menjamin bahwa :
a. Atas tanah tersebut tidak terkena sita dan tidak tersangkut da.lam m.wtu pm:knra;
b. Tanah tersebut tidak dibebani dengan Hak Tanggungantidak dijadikan jaminan

hutang dengan cara apapun; _ '
Tanah tersebut belum pernah diserahkan kepada pihak lain dengan cara apapun;

dan
4. Tidak ada pihak lain yang turut mem
i i i i i i /memilild hak
ﬁpabﬂadikcmudmnhantuny;taudamhﬂkhmynngmewf
atas tanah tersebut, kami bersedia menanggung segala akibat dari penyerahan
tanah,/ pelepasan hak ini.
pasan hak ini kami buat dengan scbenamnya, tanpa adanya

punyai/memilili hak atas tanah tersebut.

ofl 4k pmksaan dari pihels lain, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
y dirnrot Ankat NOMIOT «.0iunesaess Pihak yang Berhak,
poila Kantor e -
} e Mol Utara, Meterai
cukup
ton (nama jelas)
l
vy Liaxps u..nd:'lﬂ-lhgl’ihnkyangﬂerhak pada tiap
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17. Contoh Format Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Dalam Hentuk Uang :

22

KUITANSI PENERIMAAN GANTI KERUGIAN
NOMOR : ASLL
Slldah Tm -------------------------------------------
Dari ¢ e
Ban]fﬂk]]jl'ﬂ. Uaﬂg CEE LT TR L s LR LI I LI LR L) L UL LA L fmﬂn h“m.ﬂ
Untuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk
Pembayaran PEMbANEUNAD «.cocermrirnrennrns atas bidang tanah dengan
nomor urut Daftar Nomonatif ......... dan NIB ......
SElUAS .o m?,
Terbilang. Rp
Penerima,
Metaral
cukup
[nama Pihak yang Berhal)

Untuk bentulk format yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, selanjutnya

mengacu pada Lampiran Peraturan Kepala BPN Nomor S Tahun 2012.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABD D. HK.

\
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